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B. Kr-sonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

s fa f ef
a3 qaf q qi

d kaf k ka

d lam ! ‘el

P mim m ‘em

d nun n ‘en

3 wau w w
-4 ha’ ha

¢ hamzah ’ apostrof
¢ ya' y ye

FRLTRR ; Ditulis uta'addidah
" dac i Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di akhir kata
1r Bila diinatikan ditulis A
isa Ditulis Hikmah [
e Ditulis ‘illah {

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan A.
‘ A - - . - -
g el oY1 Al S Ditulis Karamah al-auliya’
3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis ¢

sl B8

Ditulis

Zakat al-fitri
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ABSTRAK

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat di pengaruhi oleh prinsip garis
keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan yang mungkin
bersifat patrilineal, matrilineal atau bilateral / parental. Prinsip-prinsip garis
keturunan terutama berpergaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian
harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiil maupun immateriil).

Prinsip keturunan ternyata sangat mempengaruhi dalam pembagian harta
warisan. Hukum kewarisan Islam lebih condong membagi harta warisan kepada
sebanyak mungkin ahli waris sederajat, dengan menentukan bagian-bagian
tertentu kepada beberapa ahli waris serta tidak melihat pada wujud barang harta
warisan yang ditinggalkan. 1

Bagian-bagian tertentu dan harta peninggalan adalah 2/3, 1/2, 1/3, 1/4,
1/6, dan 1/8. Ketentuan tersebut bersifat tetap, karena diperoleh dari al-Qur’an dan
bersif-* fa’abuddi yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang ada.
Mesk un bersifat fa’ab..ddi, hal im tidak menutup kemungkinan untuk mencari
hikm 1 yang terkandung dalamnya.

Dalam hukum kewarisan adat pembagian harta warisan memandang pada
wuju” barang yang ditinggalkan oleh pewaris, sebab pada umumnya hukum adat
berla laskan pada pola pikir yang konkrit. Dalam pembapian harta warisan,
hany orang-orang tertentu saja yang mendapatkan harta p..inggalan, dengan
tidak ada ketentuan bagian yang jelas bagi masing-masing ahli waris.

Kemudian dalam hukum adat di Srimartani yang menjadi ahli waris adalah
anak-anak keturunannya dengan tidak adanya ketentuan pembagian yang sama
antara anak laki-laki dan anak perempuan Dalam pembagian harta peninggalan
tidak mengenal hitungan vang detail, melainkan -dengan jalan musyawarah
(rembugan) yang berdasarkan rasa saling rela atau saling terima (podan trimane)
anta~ para ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Jadi bagian antara
ahli waris f{aki-laki dengan ahli waris perempuan tidak =~ selalu sama
pert 1dingannya dari orang-crang yang melakukan praktek dalam pewarisan.

Berkaitan dengan hukum kewarisan [slam dan hukum kewarisan adat,
maka praktek pewarisan pada masyarakat Srimartani penting untuk dibahas
karena praktek pewarisan pada masyarakat Srimartani masih kuat dipengaruhi
oleh hukum adat vang ada, meskipun banyak terjadi penyimpangan terhadap
hukum adat itu sendiri, padahal mayoritas penduduk Srimartani beragama [slam.

Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah bagaimana praktek pewarisan
di desa Smmartami apabila ditinjau dart hukum kewarisan Islam dan hukum
kewarisan adat serta sejauh mana persamaan dan perbedaan antara hukum
kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat datam melihat praktek pewarisan di
desa Srimartant. :

Metode vang digunakan dalam penelitian adalah -

1. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian Japangan (tield research),
yaitu penelitian yang berdasarkan abyek atau lokasi tertentu, dalam hal im
yang diambil adalah desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul
scbagai pusat penelitian.



2. Penentuan populasi dan sampel. Populasi yang diambil adalah masyarakat
desa Srimartani yang mengalami peristiwa kewarisan, dan sampel yang
digunakan adalah non random (ron probality sampling), yaitu hanya individu-
individu tertentu saja yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.

3. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan interview secara
langsung dan bertatap muka dengan para responden, dan dengan
mengumpulkan data-data (dokumen) dan kantor kepala desa.

4. Pendekatan penelitian. Normatif syar’t yakni pendekatan dengan melihat
apakah sesuatu itu sesuai atau tidak berdasarkan norma agama, dan
pendekatan antropologi yaitu dengan memperhatikan adat (kebiasaan), budaya
masyarakat serta teori kemasyarakatan yang berlaku.

Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif
deskriptif yaitu menggambarkan secara kualitatit data yang didapat dari
wawancara. Untuk ita digunakan metode induktif untuk mendapatkan kesimpulan
yang bersifat general (umum). Di samping itu digunakan juga metode komparatif
untuk melihat bagaimana perbandingan antara hukum kewarisan Islam dan hukum
kewarisan adat terhadap praktek pelaksanaan pewarnsan di Srimartani. Dart
perbandingan tersebut terlihat apakah hukum adat di Srimartani telah sesuai
dengan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat ataukah belum.

Setelah menganalisis sistem kewarisan di Srimartani, dan kemudian
ditinje dari hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat maka praktek
pewar an di desa Srimartani adalah tidak sesuai (menyimpang) dengan hukum
Islam erutama pada aspek unsur-unsur dalam pewarisan tidak sesuai dengan
keten an-ketentuan vang ada dalam fara’id. Walaupun dalam syar’at Islam
sendiri tercakup kebolehan untuk berdamat dengan tujuan kemaslahatan dan
adanya prinsip keadiian.

Akan tetani menurut hukum kewansan adat yang ada maka praktek
pewarisan yang dilakukan mayarakat Srimartani adalah tidak bertentangan, dalam
arti bahwa praktek pewarisan seperti yang dilakukan di Srimartani boleh-boien
saja ~~lama hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-
perat...an (hukum) lain yang lebih tinggi (sesuai dengan kepentingan nasional).

Adapun letak persamaan dan perbedaan dan kedua sistem kewarisan
dalar- melihat praktek pewarisan di Srimartani adalah:

Persamaan; yaitu dalam kedua hukum kewarisan tersebut berlaku asas
individual dalam penentuan ahli wars, dan kedua hukum tersebut berlaku
ketentuan bahwa membunuh merupakan salah satu sebab sesecorang terhalang
dalam mewarisi.

Sedangkan perbedaan kedua sistem hukum kewarisan tersebut adalah
bahwa dalam hukum adat hanya anak-anak keturunannya saja yang memperoleh
harta peninggalan (kerabat lain tidak berhak). D1 samping itu dalam hukum adat
dikenal adanya anak angkat yang nantinya mewarisi harta peninggalan orang tua
angkatnya. Dalam hukum Islam, semua ahli- waris yang ada berhak memperoleh
harta warisan sesuai kedudukan dan bagian masing-masing. Dalam hukum Islam
juga tidak membenarkan anak angkat yang memperoleh harta warisan, dengan
alasan bahwa dia tidak mempunyai hubungan kerabat (pertalian darah).
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2

Sedangkan dalam hukum adat, pembagian harta warisan memandang pada wujud
barang yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebab pada umr—mya hukum adat
berlandaskan pada pola pikir yang konkrit. *

Dt Indonesia sampai sckarang belum terdapat satu kesatuan hukum
kew:—san yang dapat diterapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga
hukv = kewarisan yang diterapkan pada seluruh masyarakat Indonesia masth
berb. _a-beda mengingat adanya penggolongan-penggolongan dan warga negara.*

Pewarisan menurut Islam baru terjadi karena sescorang yang meninggal
dunia. > Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan peristiwa hukum akibat
kematian seseorang di antaranya masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan
hak-"-k dan kewajiban-kewajiban seseorang vyang meninggal dunia itu
Penyelesaian hak dan kewajiban sescorang yang meninggal dunia itu diatur oleh
hukum waris. ©

Masalah warisan adalah masalah yang tidak bisa terlepas dan kehidupan
manusia dan mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris, karena masalah

warisan ini menyangkut 3 wunsur, yaitu : bagaimana harta peninggalan

? Fatchur Rahman, flmu Waris, cet. ke-10 (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981), him. 27.
* 1bid.

*Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat
Minangkabau, cet. ke-1 (Jakarta : Gunung Agung, 1984), him. 3.

® Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i
(pairilineal), Hazairin (bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama, cet.ke-1 (Jakarta: IND-
HILL,CO, 1984), him.1



,diperlakukan, kepada siapa ta akan dialihkan, dan bagaimana cara pengalihan dan
pembagiannyg. ?

Ketigz_l‘unsur tersebut tidak dapat terlepas dart masalah warisan dan seperti
masalah-masalah lain yang dihadapi oleh manusia bahwa masalah warisan ini
sudah dijelaskan dalam al-Qur’an dan sunnah nabi dengan keterangan yang jelas
dan pasti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi, ‘seperti kedudukan
suami w.au istri, kedudukan bapak atau ibu dan kedudukan anak sebagai ahli waris
yang tidak terhalang oleh ahli waris lainnya dan juga bagian masing-masing.

[slam tidak membedakan status hukum seseorang dalam pewarisan dari fisik,

tetapi semata-mata karena pertalian darah. Firman Allah dalam al-Qur’an :

2 13 Loe s sLudlly oy 5 819 olsd 51140 13 Lae cpnaas Jany S
Lo yio b 35" of o 45 Lo 1y 52 538915 1] 511

Di sana d_.askan bahwa anak laki-laki dan perempuan menjadi 1hli
waris il kedua orang tuanya dan kerabatnya. Kedudukan anak laki-laki maupun
perempuan dalam ahli waris tidak terhalangi oleh ahli waris yang lainaya.
Demikian juga ahli waris yang lain telah ada ketentuan tersendiri seperti; ibu,
bapak, nenek dan sebagainya.

Berbeda dengan hukum adat Srimartani yang menjadi ahli waris adalah

hanyalah anak-anak keturunannya dengan tidak adanya ketentuan pembagian

7 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris [slam, cet. ke-13 (Jakarta : BPFE UIL, 2001),
him. 7.

® An-Nisa’ (4):7.



yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam pembagian harta warisan
antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan perbandingannya tidak
selalu satu banding satu, seperti hukum adat jawa pada umumnya, juga tidak dua
banding satu seperti yang berlaku pada hukum Islam. Apabila pewaris tidak
memf 1yai anak barulah harta tersebut jatuh pada orang tuanva, dan apabila
orang lanya sudah meninggal, maka harta itu kembali ke atasnya vyaitu kakek
atau - neknya dan begitu seterusnya.” Kemudian ada orang vang seharusnya
menuntut hukum kawarisan Islam termasuk ahli waris dan mendapatkan harta
warisan, seperti istri atau suami, ayah atau ibu, namun dalam sistem pewarisan
masyarakat Srimartani tidak berhak memperoleh harta warisan.'’

Mengenai posisi janda di dalam harta peninggalan, hukum adat bertitik
tolak .art asas bahwa wanita sebagai orang asing tidak berhak mewaris, namun
selaku isteri turut memiliki harta yang diperoleh selama, karena dan untuk ikatan
perkawinan. !

Dalam pembagian harta warisan tersebut tidak mengenal hitungan yang
detai nelainkan dengan jalan musyawarah, mufakat dan karena didasarkan pada
wujuu benda / barang dan kebutuhan masing-masing ahli wans yang

bersangkutan. 12

® Wawancara dengan Bapak Ruspamudii di Kelurahan Srimartani pada tanggal 19 Apail
2004,

Y Ibid.
" Wawancara dengan Bapak Basuki di Kelurahan Srimartani pada tanggal 19 Aprif 2004,

2 1bid.



Sebagian besar masyarakat desa Srimartani sejak dulu telah menerapkan
pembagian warisan seperti yang dilakukan sekarang ini, yaitt jembagian warisan
vang berdasarkan rasa saling rela atau saling terima (podho trimane) antara ahli
waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Pembagian tersebut didasarkan pada
musy varah terlebih dahulu di antara ahli waris yang ada untuk memutuskan
besar jagian masing-masing ahli waris. Jadi bagian antara ahii waris laki-laki
deng... ahli waris perempuan itu tidak selalu sama perbandingannya dari orang-
orang vang melakukan praktek kewarisan, namun sesuat dengan hasil keputusan
musyawarah semua ahli waris yang ada tersebut.

Dart uratan di atas tampak jelas perbedaan penentuan ahii waris dalam
kewarisan Islam dengan kewarisan adat Srimartani. Dalam hukum kewarisan
I[slam, ahli waris telah disebutkan dengan jelas tanpa dipengaruhi oleh bentuk
perkawinan, dan salah satu sebab waris mewarist adalah adanya hubungan
kekeluargaan atau pertalian darah, hubungan perkawinan yakni suamt istri.
Seda jkan dalam 'hqkum kewarisan adat Srimartani dalam penentuan ahli waris
adal: dengan memperhatikan hybungan kekerabatan antara pewaris dan ahlt
warl itu sendiri seperti yang ada dalam hukum kewarisan adat, namun dalam
praktek pembagian harta warisan hanya anak-anak keturunannya sajalah yang
berhak atas harta warisan tersebut, sekalipun ada ahli waris lain yang juga berhak

mendapat harta warisan menurut hukum Islam. 1

3 Wawancara dengan Bapak Supine di Kelurahan Srimartani pada tanggal 19 April
2004.

' Ibid.



Berkaitan dengan hukum kewarisan Islam, maka praktek pewarisan
masyarakat desa Srimartami penting untuk dibahas, karena pembagian harta
warisan pada masyarakat Srimartani masth kuat dipengaruhi oleh hukum
kewarisan adat. Meskipun banyak terjadi penyimpangan terhadap hukum adat itu
sandir radahal mayoritas penduduknya beragama Islam.

Jalam hal ini penyusun tertarik untuk membahas mengenai praktek
pembagian harta warisan pada masyarakat Srimartani Kecamatan Piyungan
Kabupaten Bantul, kemudian akan dibandingkan antara Hukum Kewarisan Islam

dengan Hukum Adat.

B. Pokek Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka
yang menjadi pokok masalah adalah :
1. B-~aimana praktek pewarisan di desa Srimartani apabila ditinjau dari hukum
ke rarisan Islam dan hukum kewarisan adat ?
2. S auhmana persamaan dan perbedaan antara hukum kewarisan Islam dan

huxum kewarisan adat dalam melihat praktek pewarisan di desa Stimartani ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam pembahasan yang akan dikaji, ada beberapa tu an penelitian yang
hendak dicapai, yaitu :
1. Untuk mendeskripsikan secara jelas bagaimana praktek pewarisan di

Srimartani apabila ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat.



b

Untuk mendeskripsikan sejauhmana persamaan dan perbedaan hukum adat
Stimartani terhadap hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat.
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat dijadikan bahan pengetahuan dan pemahaman mengenat segala sesuatu
yang berkaitan dengan pelaksanaan kewarisan yang terjadi di Srimartani,
sehingga masyarakat Srimartami yang mayoritas penduduknya beragama
Islam dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian int dan diharapkan bagi
yang beragama Islam jika nantinya menghadapt kasus kewarisan dapat

menyelesaikannya dengan cara kewarisan Islam.

t

Sebagali sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum Islam atau Syart’ah

khususnya vang berkaitan dengan hukum waris dan penyelesaiannya.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian terhadap hukum waris [slam telah banyak dilakukan
demikian pula dengan kajian-kajian hukum kewarisan adat di Indonesia. Kajian
hukw  waris yang dilakukan oleh para penulis di antaranya Drs. Fatchurrahman
dalan bukunya I[lmu Waris, Prof, Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya Fighul
Mawaris, Muhammad ‘Ali As-Sabuni dengan bukunya al-Mawaris, Muhammad
Abu Zahrah dalam bukunya al-Mawaris asy-Syari’ati al-istamiyyah, dan masih
banyak penulis lainnya.

Fatchur Rahman dalam bukunya [lmu Waris, menjelaskan mengenat
sebab-sebab mendapat harta warisan dan terhalangnya seseorang mendapatkan

warisan, juga membahas mengenai rukun dan syarat dalam mewarist, yang



meliputt - Maurlis, Muowarns dan War§. Maurds adalah harta benda yang
ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang bakal dipusakai oleh ahli
waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan
wasiat. Muwaiis adalah orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki ataupun
matt hukmi, dan wari§ adalah orang yang akan mewarisi harta benda yang
diting 1lkan oleh si Muwaris.

Kemudian Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Fighu!/ Mawaris, tidak jauh
berbeda dengan penulis lain mengenai hukum waris Islam. Dalam buku tersebut,
beliau membagi dalam limabelas bab, kesemuanya menjelaskan perihal
mekanisme hukum warts Islam, dasar hukum wans Islam, dan sedikit
menyinggung sejarah hukum waris di masa jahiliyyah. '® Dalam penjelasan
menge..ai waktu terjadinya pewarisan, beliau menyebutkan bahwa perpindahan
harta warisan kepada ahli waris adalah pada saat pemilik harta warnsan telah
meninggal dunia. Di samping itu juga beliau mengadakan perbandingan mengenai
harta warisan yang masih berkaitan dengan hutang, tetapi perbandingan itu hanya
seputar perbedaan pendapat para ulama. i

Muhammad Ali as-Sabini hanya menjelaskan mekanisme hukum waris

Islam saja, seperti terdapat dalam buku al- Mawaris. Penjelasan hanya berkisar

'3 Fachur Rahman, //mu Waris, cet.ke. 10 (Bandung : Al-Ma’arif, 1981), kim_ 36

' Hasbi Ash-Shiddieqy, Fighul Mawaris, cetke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973),
him. 13-20

7 Ibid . hlm. 35-40.



pada ketentuan, syarat, dan rukun mewarisi, bagian ahli waris, ketentuan ahli
waris jika bersama saudara dan persoalan lainnya. '*

Ahmad Abdul Jawad dalam kitabnya sl al-‘{im al-Mawdris lebih
menekankan pada bagian-bagian yang diperoleh ahli waris. Hal ini dapat dilihat
dari banyaknya contoh-contoh perolehan bagian ahli waris dalam setiap
pembahasan, dimana hampir seluruh halaman pada buku beliau dipenutu dengan
contoh-contoh perolehan bagian ahli waris. ")

Hazairin dalam bukunya Hendak Ke Mana Hukum Islam, beliau
menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam menganut sistem bilateral, yaitu
sistem bilateral khas Islam dan Islam menganut sistem kewarisan individual, yaitu
setiap ahli waris yang ada mendapat bagian dan bagian-bagian itu wajib diberikan
kepada mereka. 20

Selanjutnya Mahmud Yunus dengan bukunya Turutlah Hukum Waris
Islam. menjelaskan mengenai penting dan wajibnya mengikuti pembagian-
pemb jian menurut hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-
Qurg Penjelasan buku tersebut masih sama dengan buku yang lain.

Kemudian Ahmad Azhar Basyir dengan bukunya Hukum Waris Islam,
menjelaskan bahwa beliau menggolongkan ahli waris menjadi beberapa golongan

atas dasar tinjauan dari segi jenis kelaminnya dan dari segi haknya terhadap harta

1% Muhammad Ali as-Sabiini, A-Mawdaris, (Beirut - “Alimul Kutub, 1979), him. 33.

9 Ahmad Abdul Jawad, Usil al-lim al-Mawdris ( ttp. - Muhammad Hasyim al-Kutubi,
1975 M /1395 H), him. 39

% Hazairin, Hendak ke Mana Hukum Islam, cet. ke-3 (Jakarta : Tintamas, 1976) ,
him. 16.

B Mahmud Yunus, Turutlah Hukum Waris Islam, cet.ke-4 (Jakarta: Pustaka Hidayah,
1958), him. 5.
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warisan Jan segi jenis kelaminnya dapat digolongkan menjadi ahli waris laki-
laki dan ahli waris perempuan. Dari segi haknya atas harta warisan ahli waris
dibagi menjadi tiga golongan yaitu Zawi al-Furud, ‘Asabah dan Zawi al-Arham.*?

Demikian juga para penulis hukum adat di Indonesia, seperti Hilman
Hadikusuma dengan bukunya Hukum Waris Adat, Iman Sudiyat dalam bukunya
Hukum Adat Sketsa Asas, dan masih banyak lagi penulis yang lainnya.

Hiulman Hadikusuma menjelaskan dalam bukunya Hukwm Waris Adat,
macam-macan sistem hukum warts adat di Indonesia. Penggambaran itu hanya
sebatas pada hukum waris yang berkaitan dengan garis kekeluargaan, di samping
itu ia juga mengungkapkan sistem hukum waris Islam sebagai perbandingan. =

Dalam bukunya Hukwn Adat Sketsa Asas, lman Sudiyat menjelaskan
tentang konsepsi hukum Mﬁs, pengaruh-pengaruh dalam hukum waris yang
meliputi : tak terbaginya harta benda, pembagian warisan semasa hidup dan
wasiat, bagaiman pembagian harta peninggalan, siapa saja para ahli waris dan
berana bagian masing-masing ahli waris. &

Teer Haar dalam bukunya Asas-asas dan Susunan Hukum Adat,

menjelaskan tentang macam harta p¢ninggalan, penghibahan, pembagian harta

peninggalan, ahli waris serta bagian daripada harta peninggalan. 2

% Ahmad Azhar Basyif, Hukum Waris Islam, cet. ke-13 (Jakarta : BPFE Ull, 2001),
him. 45.

» Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, cetke-3 (Bandung : Citra Adiyta Bakti,
1990), him. 30.

** Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, cetke-4 (Yogyakarta : Liberty, 2000),
him. 151-168.

2 Teer Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adar, diterjemahkan Soebakti Poesponoto,
¢ ke-3 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), him.231-248.
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Sedangkan Soekanto dalam bukunya Menimmjau Hukum Adat Indonesia,
menjelaskan tentang dasar hukum adat, hukum adat dan agama, daerah hukum
adat, serta pengaruh-pengaruh atas hukum tanah. 2

Penelitian terhadap masalah kewarisan di berbagai daerah sebenarnya
telah banyak dilakukan oleh beberapa mahasiswa untuk menyelesaikan studinya
di fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, seperti : skripsi Muchlisin yang

berjudnl . “Praktek Pewarisan Pada Masyarakat Muslim Desa Kenteng

2

Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah” 2, kemudian
Skripst Nur Rahmah Muharramah vang berudul: “Praktek Pewarisan Pada
Masyarakat Muslim Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman
Propinsi Yogyakarta™ **, dan skripsi Meika Eliza yang berjudul: “Pembagian
Harta Warisan di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kota Gede Yogyakarta Ditinjau
dari Hukum Islam” *°, serta masih banyak lagi vang tidak dapat discbutkan satu
persatn, namun demikian di daerah Srimartani int menurut sepengetahuan
penyt 1n belum pernah dilakukan penelitian tentang Praktek Pembagian Harta
Wart n, sehingga penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian di dacrah
Srim tami ini.

5 Soekanto, Meninjau Hufum Adat fndonesia (Jakarta : Soeraengan, 1958), him. 50-126.

27 Muchlisin, “Praktek Pewarisan Pada Masyarakat Muslim Desa Kenteng Kecamatan
Toroh Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah”, Skripsi, Fakultas Syari’ali IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 1998, Skipsi tidak diterbitkan.

2 Nur Rahmah Muharramah, “Praktek Pewarisan Pada Masyarakat Mustim Desa
Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Syar’ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998, Skripsi tidak diterbitkan.

* Meika Eliza, “Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kota Gede
Yogyakarta Ditinjau dari Hukum lIslam”, Skripsi, Fakultas Syari’ah [AIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 1998, Skripst tidak diterbitkan.
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Sementara itu dalam hukum waris Islam dijelaskan bahwa salah satu sebab
mewarisi adalah hubungan kekeluargaan atau pertalian darah, tanpa membedakan
antara suku yang satu dengan suku yang lain, sesuai denga sistem kewarisan
Islam itu sendiri. *° Di mana hukum kewarisan Islam menurut al-Qur’an pada
prinsipnva menganut sistem bilateral. Menurut Hazairin, yang dimaksud dengan
sistem lateral khas al-Qur’an adalah adanya kelompok zu fara’id dan ketetapan

orang tua serta anak-anak si pewaris sebagai ahli waris. *'

E. Kerangka Teoretik

Dalam penyusunan skripsi imt agar lebth terarah, penyusun perlu
mengemukakan kerangka teoretik untuk memecahkan permasalahan yang hendak
dibahas.

Telah disepakati oleh jumhur (mayoritas ulama) bahwa dalil-dalil syari’ah
yang d°'-nbil dari hukum-hukum amaliyah berpangkal pada empat pokok, yaitu :
al-Qur’ 1, as-Sunnah, ljma’ dan Qiyas. |

sperti dalam Firman Allah :

o slodoma I loabl g Ul a bl 15 sale pai L gl
g Mg adll M ags 15 55 8 sy L6 o S Y

32

*® Hasniah Hasan, Hukum Warisan dalam Islam, cetke-2 (Surabaya : PT.Bina Ilmu,
1994), him. 10.

3! Hazairin, Hendak ke Mana Hukum Islam, cet.ke-3 (Jakarta : Tintamas, 1976), him. 14.

32 An-Nisa’ (4) : 59.
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Dari ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mentaau Allah dan
Rasul—Nya berarti mengikuﬁ al-Qur’an dan as-Sunnah, seda-7kan mentaati ulil
amri berarti mengikuti hukum-hukum yang disepakati oeh para mujtahid, dan
perintah mengembalikan kejadian-kejadian yang dipertentangkan kepada Allah
dan Rasul-Nya berarti mengikuti giyas ketika tidak ada nas dan ijma’. 3

taidah usuliyah yang dapat dipergunakan Llntuk menyelesaikan masalah
yang pulyusun bahas, di antaranya adalah :

\ * LS Bl

Adat adalah segala sesuatu yang dikenal manusia, maka hal itu menjadi
suatu. kebiasaan yang berlaku. dalam kehidupan mereka, baik perkataan atau
perbuatan. Suatu kejadian dalam masyarakat, manakala telah dapat dikategorikan
dalam definisi di atas, maka dapat ditetapkan sebagai sumber hukum,asal saja
tidak bertentangan dengan nas dan jiwa syari’at. >

Kebiasaan itu tidak boleh dianggap berlaku apabila dalam syari’at ada
ketentu 1 nas yang berbeda dengan kebiasaan tersebut, sebab ketentuan nas
syari’al tau undang-undang lebih kuat kedudukannya daripada adat kehiasaan. *
Kebias: n yang bersifat kemasyarakatan ini berlangsung dengan tiada hentinya
sesuai dengan kemaslahatan manusia karena perubahan gejala-gejala

kemasyarakatan. Karena kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap hukum,

33 Abdul Wahab Khallaf, llmu Usul Figh (Ttp. : Darul Qalam, t.t.), him. 21.
3% Asimuni A. Rahman, Qaidah-gaidah Figh (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), him. 88.
3 Ibid., blm. 89.

%GSobhi Mahmasani, Filsafat Hukum dalam Islam, penterjemah Ahmad Sudjono
(Bandung : PT. Al-Mg’arif, 1976), hlm. 264. l
{

-
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mak: ;udah menjadi kelaziman apabila terjadi perubahan dalam hukum selama
tidak bertentangan dengan nas syari’at. 37
Bahwa setiap timbul problem dalam kehidupan, tentt nembutuhkan jalan
keluarnya, terutama dalam hal yang ada relevansinya dengan hukum Islam.
Hukum waris adat di Srimartani dengan hukum waris Islam merupakan masalah
yang ukup rumit, mengingat adanya hak-hak dan kewajiban setelah si pewaris
men: 2gal, bagaimana peralihan harta yang ditinggalkan kepada ahlt warisnya
dan bagaimana susunan ahli warisnya, semua itu menimbulkan banyak problem.
Untuk mengungkapkan masalah hukum waris Islam dan hukum wars adat
dalam melihat adat di Srimartani, akan penyusun kemukakan konsep yang dapat
dijadikan sebagai kerangka pembahasan, yaitu :
1. Hukum waris Islam dan hukum waris adat merupakan suatu ketentuan hukum
yang ada dalam masyarakat Srimartani yang mempunyai perbedaan atau

I--tidaksesuaian, sehingga hal itu membutuhkan suatu jawaban yang pasti.

o

I.2lihat kenyataan itu, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah
~ngan melihat sumber hukum atau dalil yang Qat’i (Qur’an), dan jika tidak
...a maka dicari sumber lain atau mengambil qaidah fighiyah sebagai dasar
istinbat hukum.

Karena permasalahan yang sangat rumit, maka tittk pokok yang harus

L

diperhatikan adalah kemaslahatann manusia, artinya apabila terdapat sesuatu

yang menghawatitkan dan harus dicegah, tetapi tidak terdapat suatu hal yang

37 Ibid,
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me~gandung ketentuan untuk dilaksanakan, maka yang diutamakan adalah

mencegah. Sesuai dengan qaidah fighiyah yang berbunyi :
) 38 t\...al\ g‘.\r&;?.\.ﬁ.»u, b\.u\.él\b:

4. karena adanya perbedaan antara hukum waris Islam denga.. rukum waurts adat,
maka untuk menentukan hukum waris mana yang lebih relevan memerlukan

rumusan yang jelas dan tegas demi tercapainya kepastian hukum.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang penyusun gunakan datam pembahasan skripsi ini
adalah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian int menfpakan penelitian lapangan (field research), yakni
penelitian yang berdasarkan obyek lapangan atau lokasi tertentu, dalam
hal ini penyusuh mengambil Desa Srimartani Kecamatan Piyungan
| ebagai daerah penelitian guna mengetahui adat dan hukum adat di
srimartani serta pelaksanaan hukum kewarisan dalam lingkungan adat
ersebut.
2. wifat Penelitian
Penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik kompararif
yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang praktek pembagian warisan
pada masyarakat Srimartani dan menganalisa data-data ,ang ada kemudian

dikomparasikan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum adat.

3% Asjmuni A.Rahman, Qaidah-qaidah.., him. 75.
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3. enentuan populast dan sample

Dalam hal imi populasi yang diambil penyusun dalam enelitian lapangan
ini adalah masyarakat desa Srimartani, Khususnya mereka yang mengalami
peristiwa kewarisan.
Teknik sampling yang digunakan non random (non probality sampling),
yaitu tidak semua individu dijadikan sebagai sampel dalam penelitian,
melainkan hanva individu-individu tertentu saja yang dijadikan sampel
dalam penelitian. Dalam hal inl dengan mempertimbangkan :

a. Pemahaman terhadap adat yang ada

b. Segt pemahaman keagamaannya

¢. Strata atau jenjang pendidikannya
Dart 17 dusun yang ada di Srimartani penyusun mengambil 9 dusun yaitu
dusun Munggur, Mutihan, Wanujoyo utara, Wanujoyo selatan, Darafnan,
Kwasen, Kembangsari, Gunung Cilik, dan Petir.
Sedangkan mengenai subyeknya , dalam hal ir yang diwawancarai adalah
perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, para informan yang dapat
memberikan keterangan mengenat prinsip-prinsip dan cara pembagian
warisan pada masyarakat Srimartani.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mengetahui kepastian suatu penelitian, penggunaan berbagat metode
pengumpulan data adalah hal yang sangat diperlukan. Sedangkan metode

yang penyusun gunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai bertkut :
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- Interview, yakni wawancara langsung atau mengadakan tanya jawab
secara lisan dan bertatap muka kepada pihak-pihak yang dianggap
mendukung tercapainya tujuan penelitian.

b. Dokumentasi, yakni mengumpulkan data-data dari kantor kepala desa,
padukuhan yang berfungsi sebagai data sekunder sejauh data tersebut
ada hubungannya dengan masalah yang akan ditelitt .

5. Pendekatan Penelitian

a. Normatf syar’i, yakmi pendekatan masalah yang diteliti dengan
melihat apakah sesuatu itu sesuat atau tidak berdasarkan norma agama.

b. Antropologi, yakni pendekatan dengan memperhatikan adat dan
budaya masyarakat dan teori kemasyarakatan yang berlaku di wilayah
penelitian tentang praktek pembagian warisan.

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penyusun menganalisis secara kualitatif

deskriptit  vaitu menggambarkan kualitatif data yang didapat dar

wawancara. Untuk itu penyusun menggunakan metode sebagai bertkut :

a. Metode Induktif, yaitu menganalisa data-data yang diperoleh dari
wawancara tentang pembagian warisan di Stimartant  kemudian
digeneralisasikan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode Komparatif, yaitu membandingkan antara hukum waris adat
dan hukum kewarisan Islam terhadap pelaksanaan pewarsan
masyarakat Srimartani. Dari perbandingan tersebut terlihat apakah

trukum adat di Srimartani telah sesuai dengan hukum waris Islam.
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G. Sis* 'matika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih terperinci dan terarah
pembahasannya, penyusun memakai sistematika sebagai beril. .t -

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik,
metod= penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama menguraikan tinjauan
umum hukum kewarisan Islam meliputi pengertian warisan dan dasar hukum
kewarisan Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam, sebab-sebab memperoleh
harta warisan dan penghalangnya, serta penggolongan ahli waris dan bagiannya
masing-masing. Sub bab kedua menguraikan tinjauan umum hukum kewarisan
adat meliputi pengertian warisan dan dasar hukum kewarisan, asas-asas hukum
kewarisan adat, sebab-sebab memperoleh harta warisan dan penghalangnya, serta
pengg~longan ahli waris dan bagiannya masing-masing, dengan ini diharapkan
dapat memberikan gambaran secara umum tentang kewarisan Islam dan
kewa ian adat, yang berkaitan dengan permasalahan dalam pembahasan ini.

Bab ketiga membahas pelaksanaan hukum kewarisan di Srimartani dan
memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan kewarisan ini,
maka penyusun membagi dalam sub bab dengan urutan sebac—1 berikut : keadaan
geografis, kondisi demografis dan kondisi sosial keagamaan Kemudian
dikemukakan praktek pewarisan masyarakat desa Srimartani yang meliputi sistem
hukum kewarisan dan asas-asas hukum kewarisan yang dipakai, sebab-sebab

memperoleh harta warisan dan penghalangnva, bentuk-bentuk harta warisan dan



19

waktu pembagian harta warisan, ahli waris yang memperoleh harta warisan dan
bagiannya masing-masing serta motivasi masyarakat menggunakan sistem
kewarisan tersebut.

Bab keempat dalam pembahasan ini penyusun mencoba menganalisis
perbandingan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat terhadap
prakt~% pembagian harta warisan di desa Srtimartani dalam hal sistem hukum
kew: san dan asas-asas hukum kewarisan yang dipakai, sebab-sebab memperoleh
harta warisan dan halangannya, ahli waris dan bagiannya masing-masing serta
moti . _si masyarakat menggunakan sistem kewarisan tersebut.

Bab kelima sebagai akhir, penyusun mencoba memberikan kesimpulan
secara singkat tentang pembahasan dalam skripsi ini, sekaligus sebagai pokok
jawaban masalah. Dan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan

pembahasan skripsi ini .



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis sistem kewarisan dalam adat masyarakat Srimartani,

kemudian apabila ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan

adat, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa :

1.

Menurut hukum Islam :

Praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Srimartani adalah tidak
sesual (menyimpang) dengan hukum Islam yakni dalam hal unsur-unsur
pewarisan, karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam
fara’id. Tetapi dalam syari’at Islam sendiri tercakup kebolehan untuk
berdamai dengan tujuan kemaslahatan dan prinsip keadilan, walaupun dalam
praktek pembagian harta warisan tidak menjalankan pembagian menurut
fara’id, melainkan berdasarkan kesepakatan semua ahli waris yang ada.
Menurut hukum Adat :

Praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Srimartam adalah tidak
bertentangan dengan hukum adat, dalam arti bahwa praktek pewarisan seperti
yang dilakukan masyarakat Srimartani boleh-boleh saja selama hal itu tidak

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain
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vang lebih tinggi (sesuai dengan kepentingan nasional / negara vyang
berdasarkan atas persatuan bangsa).
Adapun letak persamaan dan perbedaan dari kedua sistem kewarisan dalam
melihat praktek kewarisan pada masyarakat Srimartant adalah sbb:
a. Persamaan
» Dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewansan adat berlaku asas
individual dalam penentuan ahli waris.
» Dalam kedua sistem hukum tersebut berlaku ketentuan bahwa
membunuh sebagai penghalang seseorang untuk dapat mewarisi
b. Perbedaan

Dalam sistem kewarisan Adat :

1) Bahwa vyang berhak atas harta warisan hanyalah anak-anak
keturunannya saja, jika seorang pewaris mempunyai anak maka
siapapun (kerabat vang lain) tidak berhak mewarisi harta peninggalan
dari si mati.

2) Bahwa antara scorang anak (baik laki-laki maupun perempuan) dengan
orang tua tidak bisa bersama-sama menjadi ahli waris, karena orang
tua menjadi ahli waris apabila seorang pewaris yang meninggal dunia
tanpa meninggalkan anak keturunan.

3) Mengenal adanya anak angkat untuk mempusakai harta peninggalan
orang tua angkatnya, karena dengan tujuan tertentu.

4) Dalam hukum adat tidak mengenal adanva sisa harta warisan.



96

Sedangkan dalam sistem kewarisan Islam :

1) Bahwa ahli waris yang ada berhak mendapatkan harta warisan, sesuai
dengan kedudukan dan bagian masing-masing,

2) Antara anak dengan orang tua dapat bersama-sama mewarisi, karena
dalam hukum Islam antara anak dengan orang tua disatugariskan.

3) Tidak membenarkan anak angkat untuk mendapatkan harta warisan si
mati, karena dia tidak mempunyai hubungan kerabat (pertalian darah).

4) Dalam hukum Islam dikenal adanya sisa harta warisan setelah dibagikan

kepada ahli waris zawi al-furud.

B. Saran — saran
Sebagai kata akhir dalam penulisan skripsi ini penyusun menyampaikan
beberapa saran kepada pihak yang berkompeten dalam bidang atau masalah

(kewarisan) ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun saran-saran yang hendak penyusun sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Kesadaran umat Islam di desa Snmartani untuk menjatankan svari’at Islam
perlu ditingkatkan. Tidak hanya pada ibadah pokok .iya melainkan juga
amalan-amalan lainnya termasuk di dalamnya adalah hukum kewarisan Islam.
2. Diharapkan kepada para tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang menangani
masalah yang berkaitan dengan harta warisan untuk selalu menelusuri konsep
kewarisan sebagai pedoman memutuskan hukum fara’id dalam menyelesaikan

kasus-kasus tertentu.
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3. Di dalam pembagian harta warisan orang tua hendaknya membagi-bagikan
hartanya kepada anak-anaknya secara adil agar dikemudian han tidak tegadi
hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Diharapkan kepada masyarakat dalam lingkungan Srimartani untuk tetap
menjaga keutuhan prinsip musyawarah sebagai unsur pokok kewarisan adat.
Demikian saran-saran dari penyusun, semoga menjadi bahan refleksi bersama,

dan akhirnya dapat memberi manfaat bagi kita semua, amin ya robbal ‘alamin.
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DEPARTEMEN AGAMA
INS'LTUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARPAH

Alamat : J1. Marsda Adisucipto Telp.(0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/¥ D8/ PP.00.9/{35 /2004 . Yogyakarta, py Februaci 2004
Lamp.
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Ketua BAKESLINMAS DIY

Assalamu’alajkum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur,
bahwa untuk kelengkapan menyusun skripsi / Thesis dengan judul :
STUDI PERBANDINGAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DENGAN HUKUM
KEWARISAN ADAT DI DESA SRIMARTANI KEC. PIYUNGAN KAB. BANTUL
YOGYAKARTA '
kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada
mahasiswa kami :

Nama - FITRI WAHYUNI

Nomor Induk : 99363408

Semester - IX ( Sembilan )

Jurusan . PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Untuk riengadakan penelitian ( Riset ) di tempat-tempat sebagai berikut :
1. Desa Srimartani Kec. Piyungan Kab. Bantul

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi
pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi / Thesis sebagai syarat untuk
memperoleh ujian / gelar Sarjana pada Fakultas Syari’ah [AIN  Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai . 1 Februari s/d. 30 Mei 2004

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Supriatna, M.Si dan Drs. Riyanta, M.Hum

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tembusan disampaikan kepada Yth.



MERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
é ‘ADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@plasa.com

l|

SURAT KETERANGAN / IJIN
Nomor: 07.0/ L(’}'}

Dekan Fak. Syari‘ah - IAIN "SUKA" Yogyakarta No. IN/I/B8/PP.00.9/175/2004
Tanggal : 1 Pebruari 2004 Perihal: Izin Penelitian
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Per ‘enggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Depanemen Dalam Negeri; )
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KP75/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi?2muorintah,
. Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.

FITRI WAHYUNI No. Mhs./NIM : 99363408
JI. Marsda Adisucicpo Yogyakarta

STUD! PERBANDINGAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DENGAN HUKUM KEWARISAN ADAT
DI DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

Kabupaten Bantul
Mulai tanggal 9 Pebruari 2004 s/d 9 Mei 2004

..... - menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (EBupati/
Walikota Kepala Daerah } untuk mendapat petunjuk seperiunya.
- Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
(Cq. Ketua E - 1an Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istime 1 Yogyakarta)
4. ljininitidak « afahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu k tabilan Pemerintah
dan hanya diperlukan untuk keperluan itmiah.
Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperfukan.
6. Suratijin ini *1pat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut
di atas.

e

o

Kemudian diha > para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperiunya.

Tembusan Kep a Yth.: Dikeluarkan di : Yogyakarta
1. Gubernur L _:rah Istimewa Yogyakarta Pada tanggat 9 Pebruari 2004
( SebagaiLaporan)
2. Ka.Badan satuan dan Perlindungan A.n. GUBERNUR
Masyaraka 'ropinsi DIY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
3. Bupati Eazlw oG B:PFI’:S\?? SUKA" Youyakarta KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
4, Dekan Fak. “rari'ah- IAIN " " Yogyakarta, i,
$5 Pertinggal. S KEPALA BIDANG
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